
SALINAN

KEDUDUKAN,

Menimbang

Mengingat

BUPATI I{ARANGAI{YAR
PROVINSI JAWA TENGATI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 92 TAI-IIJN 2OL6

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAEMH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI IGRAN(}ANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Kararrganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan cian Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas darr Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OtI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Iicpublik Indonesia Tahun 20II
Nomor 82,'l'ernrl"rirlrirrt Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undarrg Norriot 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur
Siprl Negara (l-ernltiit'rrrt Negara Repurblik Indonesia
Tahun 2014 Nontor t), 'l'ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiat Notrtor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Diicn.tlt (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal-run 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor l14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
T-\aarah llalrllnofcr Vorqnoohltar tn^L"- 

'11\1t' ^t^--- - - r -\



MniuuruSlLAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI<AN, SUSUNAN

OROANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
StrKRtrTARIAT DAERAI'I

BAB I
KE'I'ENTUAN UMUM

l)asal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daeral'r adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pcmerin[ahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urLlsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupatenn Karan ganYilr;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten KaranganYil l';

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berclasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertenttr

I]AB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Sekretariat Dae rah merupakan unsur staf

penyelenggaraan pemerrntahan Daerah.
(21 Sekretariat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Pasal 3
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Bina Pemerintahan;
b) Sub Bagian Kerjasama; dan
c) Sub Bagian Adminitrasi Otonomi Daerah.

2l Bagian Pemerir-rtahan Desa, terdiri dari :

a) Sub Bagiun'fata Pemerintahan Desa;
b) Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa;

dan
c) Sub Bagian Aset l)esa.

3) Bagian Hukum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak

Asasi Manr,rsia; dan
c) Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum.

c, Asisten Pembangllnan, terdiri dari :

1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.



Zl Eegian AdmlnigtrAsi Pembangunan, terdiri
dari :

a) Sub Bagiarr Pen5rusunan Programl
b) Sub Bagian Layanan Pengadaan; dan
c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan,

3) Bagian Kesejahteraan Ralryat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Wanita
dan Tentigii Kerja;

b) Sub Ll:rgii.rn Agama, Perrdidikan dan
Kebudayaan; dan

c) Sub Bagian Sosial.
d. Asisten Administrrsi, terdiri dari :

1) Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan

Kepegawaian,
2l Bagian Hubungan Masyarakat dan

Telekomunikasi, terdiri dari :

a) Sub Bagiain Hubungan Masyarakat;,
b) Sub Bagian Protokol; dan
c) Sub Bagian Telekomunikasi,

3) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Rumah Tangga dan

Perlengki'rpan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional,

(21 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan clari Pcraturan Bupati ini,

BAB III
,IUGAS DAN FUNGSI

Bagilrn Kesatu
Sekretaris Daerah

Parsal 4

Sekretariat Daerah menrpunyai tugas membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
serta pelayanan administratif.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan

daerah;
e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja

perangkat daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan daerah;
g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

Negara;
h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



b.

c.

Beglen Kedue
Asisten Pemerintahan

Paragraf 1

T\rgas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 6
(1) Asisten Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) hurui b merupakan unsur pembantu
Sekretarias Daerah,

(21 Asisten Pemerintahan dipimpin oleh Asisten, yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.

Pasal 7
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan,
penyelenggaraan, pembinaran dan fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang
pemerintahan dan hukun'r.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Asisten Pemerintahetn mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pe rlrmusan kebijakan pemerintah

daerah bidang pemerintahan dan hukum;
pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan
pemerintah daerah biclarrg pemerintahan dan hukum;
pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan kebijakan daerah bidang pemerintahan
dan hukum;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi dan teknis bidang pemerintahan dan
hukum;

e. pengkoordinasian pernetntauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan
hukum; dan

f, pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9
(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1), tercliri clari :

a. Bagian Pemerintahilrl;
b. Bagian Pemerintahan Desa; dan
c. Bagian Hukum.

(21 Bagian sebagaimana climaksud pada ayat (l), dipimpin
oleh Kepala Bagiarr, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Paragraf 2
Kepalzr Bagian Pemerintahan

Pasal l0
(1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) hun-rf a merupakan unsur pembantu
Asisten,

(2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian
Pemerintahan, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Pemerintahan.



Irasal I I
Kepala Bagian Pemerintaihan mempunyai tugas melakukan
perencanaan perumLlsan kebijakanr pengkoordinasian,
pembinaan, fasilitasi, pcmantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan claerah bidang pemerintahan,

I,asal 12

Dalam melaksanakan tugirs sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Kepala Bagian Pernerintahan mempunyai fungsi :

a, perencanaan perLlmLrsan kebijakan pemerintah daerah
bidang pemerintahan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pernerintah
daerah bidang pemerinLahan,

c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah
bidang pemerintahan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah ; clan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13
(1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Pemerintahan;
b, Sub Bagian Kerja Sama; dan
c, Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada
di bawah dan bertanggLrng jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal l4
Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina
pemerintahan.

Pasal 15
Kepala Sub Bagian Bagitrn Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasai l3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang kerja sama,

Pasal 16
Kepala Sub Bagian Bagian Administrasi Otonomi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas melakul<an penyiapan bahan perumusan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang kerja sama.

Paragraf 3
Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Patsal l7
(1) Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan unsur
pembantu Asisten.

(21 Bagian Pemerintahan clipimpin oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Desa, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Pemerintahan.



pesal l8
Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai. tu.gas

-il"k.,k"n perencanaan Perumusan pengkoordinasian,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan desa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaintana dimaksud dalam
Pasal 18, Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai
fungsi :

a. perencanaan perumllsan kebijakan pemerintah daerah
bidang Pemerintahan desa;

b, pengkoordinasian pelal<sanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pemerintarhan desa,

c, pembinaan dan fersilitzisi kebijakan pemerintah daerah
bidang pemerintahan clcsa;

d, pemantauan, evalltasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintatr tridang pemerintahan desa; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

I)irsal 2O
(1) Bagian Pemerintahar-r Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat ( I ), terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desal
b. Sub Bagian Aparatrtr dan Lembaga Desa; dan
c. Sub Bagian Aset Dcsii.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 21
Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perllmusan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang tata pemerintahan desa.

Pasal 22
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan
pelaporan kebijakan biclang pembinaan aparatur dan
lembaga desa.

Pasal 23
Kepala Sub Bagian Bagian Aset Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang pengelolaan aset dan kekayaan desa.

Paragraf 4
Kepala Bergian Hukum

Pasal 24
(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Asisten
Pemerintahan.

(21 Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten



rasal 25
Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan
Derencanaan perumusan pengkooidinasian, pembinaan'
iasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan bidang hukum.

Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Kepala Bagi;rn hr-rl<um mempunyai fungsi :

a. perencanaan perLlmusan kebijakan pemerintah daerah
bidang hukum;

b. pengk-6ordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daciah bidanR fiuKum'

c. pembinaan dln lasilitasi kebijakan pemerintah daerah
bidang hukum;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah bidang hukum; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27
(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1), terdiri dari :

a. Sub Bagian Produk I-lukum Daerah;
b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia; dan
c. Sub Bagian Kajian clan Bantuan Hukum.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah
dan bertanggung ja,,vab kepada Kepala Bagian.

l,asal 28
Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 tryat (1) huruf a mempunyai tugas
melakukan penyiaparr bahan perumusan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang produk hukum daerah,

Pasal 29
Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

humf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pembinaan, fasilitasi, pemantaya! evaluasi dan
pelaporan kebijakan bidang dokumentasi hukum dan hak
asasl manusla,

Pasal 30
Kepala Sub Bagian l(ajian dan Bantuan Hukum
seliagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pembinain, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang kajian dan bantuan hukum,

Bagian Ketiga
Asisten Pembangunan

Paragraf 1

T\rgas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 31
(1) Asisten Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) hurui c merLlpakan unsur pembantu
Sekretaris Daerah.



tzl nstsren remDengunen dipimpifl oleh Asisten, yals
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Pasal 32
Asisten Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan,
penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang
perekonomian, administrasi pembangunan dan
kesejahteraan ralqyat.

I patsal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Asisten PembangLlnan, memPunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang bidang perekonomian, administrasi
pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah
daerah bidang bidang perekonomian, administrasi
pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan kebijakan daerah bidang bidang
perekonomian, administrasi pembangunan dan
kesejahteraan rakyat;

d, pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi dan teknis bidang bidang perekonomian,
administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan pemerintah daerah bidang bidang
perekonomian, administrasi pembangunan dan
kesejahteraan rakyat;

f. pelaksanaan tugas liiin scsuai tugas dan fungsinya

Pasal 34
(1) Asisten Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3l ayat (1), terdiri ciari :

a, Bagian Perekonomian;
b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
c. Bagian Kesejahteraan Ralqyat.

(21 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Pembangunan.

I)i.rragraf 2
Kepala Bagian Perekonomian

Pasal 35
(1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah unsur pembantu Asisten
Pembangunan.

(21 Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian
Perekonomian, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Pembangunan.

Pasal 36
Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas melakukan
perencanaan perumusan pengkoordinasian, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan bidang perekonomian ralgrat, pensembansen



Daram -.I:I^T:SIT 1"*l3n3lJJ*.,-una dimaksud daramPasal 36, Kepala Bagian, i-r,.-pr.yai fungsi :a' perencanaan perumLrsan, kebijat<an iemerintah daerahbidang perekonomier' rakyat, F;#tangan ekonomi. dan pengembangan usaha iu.ruf,; 
"Dv"'r

b' pengkoordinasiin pr:rar<sanaan kebijakan pemerintahdaerah bidang peiekonomian 
. 
rakyat, 

, 
pengembanganekonomi dan.pengemberngan usaha a*i".,;c. pembinaan dan fasiritasr, k.bij;[;;lem.ri'tat daerahbidang perekonomian rakyat, p.ng.ilUangan ekonomi

, dan pengembangan trsaha daerah;
ct. pemantauan, evaluarsi 

, 
g?, pelaporan pelaksanaankebijakan pemerinta' 

.bidang peiekonomian rarcyat,
5i3.tifr?:1*' ekonomi dan' 6Ji!;;oansan ;;eil

e' pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

(1) Bagian fele.riltalTt":iff"imana dimaksud daramPasal 25 ayat (l)rerdiri dari :

a. Sub Bagian perekonomian 
Ralcyat;

b. Sub Bagian pengembangan Ekonomi; danc. Sub 
"1g1" 

pen[embangan Usaha Daerah,(2) sub Bagian seuigaimanl dim;k;;J-pada ayat (1),dipimpin oreh KepaL s"o Bdi^^; fi; u?.aaa di bawah
$:lu"*fi1nssuns .;u*uu -kepada-. l.p"r. Bagian

{epara sub Bae1"n 
. 
p..fijxiilr" Rarryat sebagaimanadimaksud dalam Fasar bB ;;;; iii-ilrri;;i;o"nyai tugasmelakukan oenyiapan binrn perumusan, pembinaan,fas'itasi, pemantauan evarua.si 

. 
dan p.t"por"n kebijakanbidang bidang perekono_ i"n rl,.y"t.

{..p"ta Sub t:u,S:i.:-ffi1*qtll Ekonomi sebagaimana

i'$ff ill"t "'!*;il:'"c ffi ( li [;." f il i,. L p,,'v1i tu ga s
ratiliiasl,-'p.rilun,auan .uuruu*1 

!€rumusan' pembinaln,
bid;ilftn!.rnu"ngan ekonori]t 

clan pelaporan kebijakan

Kepala Sub ,.Bagian ;::?:l!ansan usaha Daerahsebagaimana dimalsud a"i"it 
. 
pa"aT--be ;;, (1) hurufcmempunyai tugas merakuka;-' ilyHpu. bahanperumusan, pembinaan, lasilitasi, pemantauan evaluasi danpelaporan kebijakan bidang pengembangan usaha daerah.

Kepala Bagian 
^:il,li:1ljr, 0.,n oansunan

(r) Bagian Administr".f"tl.L'oangunan 
sebagaimana

ifrfin:l,illftTf;:ili- "'u' trir,u,ur 6 merupakan
rzr uagian Administrasi pembangunan dipim.pin oreh KeparaBagian Administrasi pemu,^r,hr,.r,, uir"ai'Ii bawah danbertanggung j awa b r.. pu.r uJ3i;il.,p; ;ilJ""..



Pasal 43
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

-il"kark"n perencanaan perumusan pengkoordinasian,
pembinaan, fasilitasi, pcrnarntauan, evaluasi dan pelaporan
irelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan
administrasi Pemban gun an .

Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan
mempunyai fungsi :

a. perencanaan perumllsurn kebijakan pemerintah daerah
biOang administrasi pembangunan. ;

b, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang administrasi pembangunan;

c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah
bidang administrasi pembangunan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah bidang administrasi
pembangunan; dan

e. pelaksanaan tugns liritr sesttai tugas dan fungsinya.

l,itsal 45
(1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal tl2 ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Layanan Pengadaan; dan
c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.

(21 Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi
Pembangjunan.

Pasal 46
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai ttrgas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang bidang penyusunan program

Piisal 47
Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 48
Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang bidang pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan,

Paragraf 4
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 49
(1) Bajian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan unsur
pembantu Asisten Pembanzunan.



(0| B"si"n Kooojuht.'oa', Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten I'crnbangunan.

I)rrsal 50
Kepala Bagian Kesejahteraan Ralcyat mempunyai tugas
melakukan perencanaan perLlmusan pengkoordinasian,
pembinaan, fasilitasi, pcntantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 51
Dalarn melaksanakarr tugas sebagaimana dimaKsUd dalam
Pasal 50, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakat mempunyai
fungsi :

a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah
bidang kesejahteraan rakYat;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang kesejahteraan rakyat,

c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah
bidang kesejahteraan reikyat;

b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat; dan

c. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 52
(l) Bagian Kesejahterazrn Rakyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Wanita dan Tenaga
Kerja;

b. Sub Bagian Agarnir, Pendidikan dan Kebudayaan;
dan

c. Sub Bagian Sosial
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh Kepalir Srtb Bagian, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat

Pirsarl 53
Kepala Sub Bagian Pemucla, Olah Raga, Wanita dan Tenaga
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pembinaan, l'asilitasi, pemantauan evaluasi dan
pelaporan kebijakan bidang meliputi bidang pemuda, olah
raga, wanita dan tenaga kerja.

Pasal 54
Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang meliputi bidang agama, pendidikan dan
kebudayaan

Paisal 55
Kepala Sub Bagian Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1) hurr-rf c mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perLlmLlsan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang sosial.



Bagian Kcempat
Asisten Administrasi

Paragraf I
T\rgas, Fungsi dan Lingkup

Pasal 56

(1) Asisten Administrasi, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (l) hurut d merupakan unsur pembantu

i Sekretariat Daerah.
(21 Asisten Administrasi clipimpin oleh Asisten yane berada

dibawah dan bertarrggung jawab kepada Sekretaris
Daerah

Pasal 57
Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan,
penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang organisasi,
hubungan masyarakat dan kesekretariatan.

Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57, Asisten Adminstrasi mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan
kesekretariatan;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan
pemerintah daerah bidang organisasi, hubungan
masyarakat dan kesekre tariatan;

c, pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan kebr.lakan organisasi, hubungan
masyarakat dan kesekretariatan;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi dan teknis bidang organisasi, hubungan
masyarakat dan kesekretariatan;

e, pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi,
hubungan masyaral<at cliin kesekretariatan; dan

f, pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

l:'irsail 59

tl) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1), tercliri dari :

a. Bagian Organisasi;
b. Bagian Flubungan Masyarakat dan

Telekomonikasi; clan
c. Bagian Umum clan l(euangan,

(21 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi.

Paragraf 2
Kepala Bagian Organisasi

Pasal 60
(1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu
Asisten Administrasi,



(01 Bosien 0rganisasi tlipimpin oleh Kepala Bagian
Administrasi, beratdit <.li bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Aclmirristrasi.

Iritsal 6 i
Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melakukan
perencanaan perumLlsan pengkoordinasian, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan bidang keorganisasian perangkat daerah.

Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61, Kepala Bagian Organisasi mcmpUnyai fUngSi :

a. perencanaan perumus^n kebijakan pemerintah daerah
bidang organisasi;

b, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang organisasi;

c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah
bidang organisasi;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah bidang organisasi; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 63
(1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 ayat (l) terdiri dari :

a, Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
c. Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian,

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sr-rb Bagian, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Ke pala Bagian
Organisasi.

Pasal 64
Kepala Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat {l) huruf a mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinain,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 65
Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (l) huruf b mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang ketatalaksanaan perangkat daerah.

Pasal 66
Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melakukarn penyiapan bahan perumusan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang reformasi birokrasi dan administrasi
kepegawaian Sekretariat Daerah.

Paragraf 3
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi

Pasal 67
(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b
mempakan unsur pembantu Asisten Arlmini^r-^^:



(al B"sion Hubungan Masyarakar clan Telekomunikasi
dipimpin oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Administrasi.

pasal 68
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi
mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan
pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporarr pelaksanaan kebijakan bidang
bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat dan
telekomunikasi.

I)irsal 69
Dalam melaksanakan ttrgas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68, Kepala Bagiarr Hubungan Masyarakat dan
Telekomunikasi memplrn)'iri fungsi :

a. perencanaan perLlrnLrsar) kebijakan pemerintah daerah
bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang hubungan masyarakat dan
telekomunikasi,

c, pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah
bidang hubungan masyarakat dan telekomunikasi;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerinrah biclang hubungan masyarakat dan
telekomunikasi; dan

e. pelaksanaan tugas lain scsuai tugas dan fungsinya.

Pasal 70
(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6T ayat (1) terdiri
dari :

b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
c. Sub Bagian Protol<ol; dan
d. Sub Bagian Telekomunikasi.

(21 Sub Bagian sebagzrimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada Ai Uawaii
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 71
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang hubungan masyarakat.

Pasal 72
Kepala Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang keprotokolan.

: pasal 73
Kepala sub Bagian Bagian Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c mempunyii tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pelasanain,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
kel'riieken hideno fr-lekornr rnikasi



Paragraf 4
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 74
(1) Bagia.n Umum dan Kr:uangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ay'at (l) huruf c merupakan unsur
pembantu Asisten Administrasi.

(21 Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala
Bagian Umum dan l(euangan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

Pasal 75
Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang umum dan keuangan.

Pasal 76
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75, Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai
fungsi :

a. penyusunan kebryakan teknis umum dan keuangan;
b, pelaksanaan umum dan keuangan;
c. pengelolaan tekrris umllm dan keuangan;
e. pemantauan, evaluersi clan pelaporan pelayanan umum

dan keuangan;
f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

PasaI 77
(1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Userha;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c, Sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Surb Bagian, yang berada di bawah
dan bertanggung jawall kepada Kepala Bagian.

Pasal 78
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagainrana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan
pembinaan, fasilitasi, pemerntauan evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang ketatausahaan.

Pasal 79
Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (l) huruf b mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang keuangan,

Pasal 80
Kepaa Sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan
sebagaimana dimaksud dalam pasal T7 ayat (l) huruf c
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan evaluasid"! pelaporan kebijakan bidang mmah tangga dan
nerlenoleqnan



Bagian Kelime
Jabatan F\tngsional

lrasal 8l
Kelompok Jabatan Fr-rngsional ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang- u nclcttrgan,

I 'rrsal 82
(1) Kelompok Jabatan I'\ngsional terdiri dari tenaga

fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya,

(21 Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
ke{a.

(3) Jenis dan jenjang jabatan F\rngsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2l', diatur sesuai peraturan
pentndang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 83
Sekretariat Daerah menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati.

Pasal 84
(1) Sekretaris Daerah membuat usulan analisis jabatan, peta

jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada
Bupati.

(2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan
uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85
(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala

Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(21 Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala
Sub Bagian melaksanal<an tugas menerapkan prinsip
perencanaan, pengorgarrisasian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan.

(3) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala
Sub Bagian melakr;:rrralcan sistem pengendalian intern
pemerintah.

Pasal 86
(1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin,

mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Sekretaris Daerah melaksakan pengawasan tugas
bawahan dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.

Pasal 87
Sekretaris Daerah wajib menyampa.ikan laporan berkala
tepat pada waktunya.



Pasel 88
Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Sekretaris Daerah
wajib melakukan koorclirrasi dengan Camat'

BAB V
I(ETEN]'UAN LAIN LAIN

I'asal 89

Sekretariat Daerah cliilam melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan tugz\s pembantuan dengan Perangkat
Daerah provinsi bersilal koordinatif dan fungsional untuk
rnensinkronkan pelaksanaan tugas dan fUngSi masing-
masing.

BAB VI
KE'I'IiN'I'UAN PENUTUP

I)asal 90
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor l8 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahtrn 2009 Nomor l8), dicabut dan
dinyatakan tidak berlal<u.

Pasal 9 1

Peraturan Bupati irri rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI I{ARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAEMH,

ttd
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